
Sistem Pengukuran Kinerja
Sektor Publik:

Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran

Kinerja Pemerlntah Daerah

Mardiasmo

At the moment the interest in the use of performance measurement is at its
greatest and there has been a number ofstudies that focuses on localgovernment.
Performance mesurement is an important tool'for evaluating value for money in
the public sector. Performance measures gives life to the vision, mission, and
strategybyproviding a focus that let each employee knowhow they have contrib
ute to the success of an organization and stakeholder's measurable expecta
tions. This statement is an answer for the question on why establish an inte
grated performance measurement system and establish accountabilityofperfor
mance measure. Accountability has to be established first through "accountability
environment"then accountabilityframework. The environment integrates account
ability into the individual, team, and organizationalperformance system whereas
the framework ensures the execution and fulfillment of the accountability
obligations.

Peran pemerlntah daerah sangat
menyentuh kehidupan masyarakat,
bahkan peran pemerlntah tersebut

sering menjadi pusat layanan bagi berbagai
keperluan masyarakat. Pelayanan jasa
yang diselenggarakan oleh pemerlntah
daerah mempengaruhl kualitas hidup ma
syarakat dan hast) yang dicapai atas
penyelenggaraan pelayanan tersebut
menunjukkan tingkat peradaban masyarakat-
nya (Donnelly, 1998). Masyarakat terus
berkembang dengan segenap tuntutannya,
demiklan juga pemerlntah daerah. Hal Inl
berlmpllkasi pada kompleksltas layanan
jasa yang harus disedlakan oleh pe
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merlntah daerah. Kompleksltas layanan
yang semakin tinggi membawa pada suatu
impllkasi lanjutan terhadap tuntutan
penlngkatan kinerja dan akuntabllltas
kinerja pemerintah daerah.

Tuntutan yang tInggI terhadap kinerja
dan akuntabllltas kinerja pemerlntah daerah
Inl berujung pada kebutuhan pengukuran
kinerja pemerlntah daerah. Pengukuran
kinerja pemerlntah daerah mempunyal
banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak
untuk menlngkatkan kinerja dan mening-
katkan akuntabllltas pemerintah daerah
(Audit Comission UK., 1999). Untuk Itu,
pemerlntah daerah dituntut untuk mampu
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membangun ukuran kinerja yang baik.
Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat
hanya dengan menggunakan satu ukuran.
Oleh karena itu, perlu ukuran yang berbeda
untuktujuan yang berbeda. Hal inilahyang
kadang-kadang membuat konflik. Ukuran
kinerja mempengaruhi ketergantungan
antar unit kerja yang ada dalam satu unit
kerja (Abernethy, 2001).

Untuk menghindari adanya konflik •
seperti dl atas maka perlu dikembangkan
ukuran kinerja secara integral dalam suatu
sistem pengukuran kinerja (SPK). Disain
sistem pengukuran kineqayang dikembang
kan secara terus menerus dan didukung
kompetensi penyusunnya dapat memini-
malisasi perilaku oportunistik (Abernethy,
2001). Dengan adanya sistem ini maka
tuntutan era transparansi yang saat ini
sedang berlangsung pada sektor publik di
segenap bidang diharapkan dapat didekati.
Hal ini juga menjadi pendorong terhadap
tuntutan kebutuhan transparansi daiam
pengukuran kinerja pemerintah daerah
terhadap pengelolaan sumber daya dan
segenap aktivltasnya sebagai wujud sfew-
ardship dan accountability publik.

Organisasi sektor publik memiliki ciri
yang berbeda dengan organisasi swasta
yang lebih berorientasi pada laba. Lebih
jauh, perbedaan kedua jenis organisasi
tersebut sebagian terletak pada masalah
output, outcomes, dan tujuan utamaorgani
sasi. Perbedaan tersebut membuat sistem
akuntabilltas pemerintah menjadi suiituntuk
diukur. Selain Itu, penyusunan dan penerap-
an indikator yang baik juga masih sulit
dirumuskan. Sebagian besar entitas pe
merintah berupaentitas layanan jasa {public
service) yang memiliki tujuan utama pada
penyediaan jasa layanan padamasyarakat
dan tidak semata-mata mencari keuntungan
(laba). Oleh karena itu, output puW/csemce
sulit untuk dilakuican pengukuran baik
secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
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Pada sektor komersial secara umum ter-
dapatkecenderungan menggunakan Laporan
Keuangan sebagai suatu ukuran kinerja.
Laporan Laba/Rugi merupakan bagian dari
iaporan keuangan yang menjadi ukuran
puncak untuk mengukur kinerja pada sektor
komersial apakah berhasil atau tidak. Pada
sektor pubiik, tujuan tidak dapat diukur
hanya dengan menggunakan Indikator laba
semata, oleh karena itu memeriukan indi
kator lainyang sesuai dengan karakteristik
organisasi sektor publik tersebut.

Kebutuhan Pengukuran Kinerja

Betbagai gejolak yang terjadi pada saat
Ini sangat berkaitan dengan ketidakpuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan ad-
ministrasi publik. Di berbagai belahan bumi,
hal tersebut dipicu oieh rasa ketidakpuasan
rakyat atas pengelolaan kekayaan negara
oleh para penguasa yang diberi amanah
oleh rakyatnya. Selain Itu, gelombang pem-
baharuan pemerintah {reinventing govem-
ment) tahun 1980 hingga 1990-an me-
nempatkan pengukuran kinerja pada
pemerintah menjadi sesuatu yang diterlma
umum (David, 2000).

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia,
berbagai komponen masyarakat secara
bergantian dan bersama-sama mencoba
menyampaikan asplrasinya baik dalam
bentukdemonstrasi, memberikan laporan
terhadap penyimpangan yang terjadi,
melakukan mogok kerja, ataupun
melaksanakan mogok makan dalam rangka
memperjuangkan hak-hak mereka serta
mendorong adanya perubahan yang ber-
muara pada perubahan sistem pengelolaan
dana publik {public mone^ menuju kondisi
yang lebih baik. Dengan adanya tuntutan
baikyang bersifatglobalmaupun nasional
tersebut, pemerintah dituntut mampu
merespon aspirasi mereka secara tepat.
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Pemerlntah dan wakil rakyat kita telah
menanggapi hal tersebut di atas dengan
mengelaborasi padatataran hukum bempa
Tap MPR No.XI/MPR/1999 dan UU No. 28
Tahun 1999. Keduanya tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua
regulasi tersebut menegaskan tekad pe-
merintah untuk bersungguh-sungguh me-
wujudkan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan pembangunan yang didasarkan
pada prinsip-prlnslp good governance.

Sebagai tindak lanjut dari kedua bentuk
hukum di atas, pemerlntah teiah menerblt-
kan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabllitas Kinerja InstansI Pemerlntah.
Sesuai dengan Inpres tersebut maka
Lembaga AdiminlstrasI Negara (LAN) telah
menerbltkan Buku Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabllitas Kinerja InstansI
Pemerlntah. Hal Inl dimaksudkan sebagai
upaya terobosan dalam pembangunan
sistem admlnlstrasi negara modern yang
andal, demokratik, profesionat, efisien,
efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisi-
patif, dan tanggap terhadap aspirasi ma-
syarakat. Selain rtu, dengan adanya pedoman
tersebut diharapkan dapat memantapkan '
manajemen pemerlntah daerah dan pem
bangunan yang accountable (LAN,2000).

Government Accounting Standards
Board (GASB) (1999) mensyaratkan pada
entitas pemerlntah untuk melakukan
pengukuran terhadap apa yang mereka
capal dengan pembelanjaan dari setiap
rupiah yang dikeluarXan. Kebutuhan pengu
kuran kinerja juga didorong oieh beberapa
alasan lainya antara lain perubahan sifat
kerja, peningkatan persalngan, inlsiatif
peningkatan performance tertentu, peng-
hargaan atas kuailtas balk nasionai maupun
Intemasionai {awarding), perubahan peran
organisasi, perubahan permintaan di iuar
organisasi, dan kekuatan peran teknoiogi
informasi (Andy, 1999).
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Selain itu, tahun 1990-an pemah dilaku-
kan usaha untuk melakukan formuiasi In-

dikator bagi pemerlntah daerah yang
dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri
(Kerjasama dengan Unlversltas Gadjah
Mada) dan LAN. Namun demiklan, ukuran
yang disusun tersebut untuk menilai ke-
slapan pemerintah daerah dalam menghadapi
dan meiaksanakan otonomi daerah dan

bukan untuk mengukur kinerja pemerlntah
daerah dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan utamanya.

Aturan baru yang berkaitan dengan
masaiah pengukuran kinerja antara lain
Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999,
Undang-undang No. 25 tahun 1999, Per-
aturan Permerintah (PP) No. 105 tahun
2000, dan Peraturan Pemerlntah (PP) No.
108 tahun 2000. PP No. 108 tahun 2000

mengharuskan Kepala Daerah bertang-
gung-jawab terhadap laporan pertanggung-
jawaban yang terdlrl dari Laporan APBD,
Nota Perhitungan APBD, Aiiran Kas, dan
Neracayang didasarkan pada pengukuran
kinerja yang berbasis rencana strateglk.
PP No.105 tahun 2000 menggunakan 4
proksi sebagai alat pengukuran kinerja
pemerintah daerah yaltu standar pelayanan,
standar anaiisa beianja, kriteria kinerja, dan
standar biaya. Pada dataran normatif masih
banyak ditemui kesuiltan yang disebabkan
karena pedoman teknis yang belum ada.

Dengan memahami kebutuhan terhadap
sistem pengukuran kineija seperti diuraikan
di atas maka pemahaman tersebut akan
membantu entitas sektor pubiik daiam me
mahami arti penting pengukuran kinerja
yang pada glllrannya nanti akan mampu
menyusun sistem bagi pengukuran
kineijanya.

Pentingnya Pengukuran Kinerja '

Organisasi dengan segenap kom-
pieksitasnya umumnya berupaya dengan
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keras untuk menyelaraskan {alignmenf)
berbagai aspek yang terkait dalam pe-
nyelenggaraan kegiatan organisasinya.
Aspek-aspek tersebut umumnya berupa
keuntungan (profit), pertumbuhan (growth),
dan pengendallan (controt).

Pada organisasi yang berorientasi laba
tentunya berupaya untuk mencari laba
sebanyak-banyaknya. Pada sektor publik
hal in) menjadiberbeda, karena tidaksemua-
nya berorientasi semata-mata pada laba
tetapi juga pada pelayanan.Selain itu, pada
sektor komersial dan sektor publik juga
didorong olehtuntutan terhadappertumbuhan
perusahaan atau entitas (growth) dalam
rangka merespon tuntutan kepentingan
pemegang saham atau yang memberi
amanah. Peningkatan pertumbuhan dan
upaya memperbesar prof/f tentunya harus
diikuti dengan adanya pengendallan .

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
dan profit jika tidak diseiaraskan dengan
pengendallan akan membahayakan bag!
organisasi. Hal Ini terjadi karenakaryawan
hanyaakanberorientasi pada pertumbuhan
dan laba, sementara mereka kurang atau
tidak memperhatikan aspek-aspek seperti
kepuasan karyawan itu sendirl teriebih iagi
kepuasan konsumen. Disinilah letak pen-
tingnya pengendallan yang diwujudkan
dalam bentukpengukuran kinerja balkpada
sektor komersial maupun pada sektor publik.

Selain Itu, pengukuran kinerja jugaakan
banyakmemberikan manfaatbagiorgani
sasi seperti; peningkatan kualitas jasa dan
produk, memastikan akuntabilitas dan
pengendallan, peningkatan kualitas praktik
manajemen, formulas! kebijakan, pe-
rencanaan dan penganggaran, meyaklnkan
ekuitas dan pada distribusi dan kemampuan
akses atas jasa. Pengukuran dan evaluasi
kinerja merupakan sentral pengendallan
dalamorganisasi dan sangat berarti untuk
menjawab pertanyaan seperti apa yang
sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi.
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apakah hai tersebut berlanjut, dan apa yang
seharusnya dilakukan untuk itu(Shaw, 1999).
Sistem pengukuran kinerja yang balk di-.
periukan untuk memastikan bahwa ke-
seluruhan tujuan atas berdirinya suatu
entitas dapat diawasi dan dikendaiikan.
Pengukuran juga menjadi kata kunci pada
paradlgma New Public Management
(Alexander, 1999). Bahkan AuditComisslon
Pemerintah Inggris (1999) menyatakan
sistem pengukuran kirierja sebagai suatu
alat untuk meiakukan modernlsasi
pemerintah.

Pentingnya pengukuran kinerjasebagai
suatu praktik manajemen yang esensial
ditekankan oieh GASB, yang menghasilkan
serangkaian kewajiban iaporan Service
Efforts and Accomplishments (SEA)
(Epstein 1992). Pentingnya pengukuran
kinerja juga diakul oieh ICMA (tntemational
City Management Association), yang
membentuksebuah Konsorsium Pengukuran
Kinerja Komparatif dari 44 kota dan ka-
bupaten untuk berkolaborasi dalam
pengembangan sistem pengukuran dan
menentukan yang terbaik. Pada jenjang
pemerintah federal (US) sudah ada
pengembangan yang penting, misalnya,
Aturan Hasll dan Kinerja Pemerintah tahun
1993. Selain itu, beberapa negara bagian
(US) juga sudah mengembangkan sistem
pengukuran kinerja (Broom,1995).

Informasi yang dihasiikan dari pe
ngukuran kinerja dapat digunakan untuk
perencanaan (pemilihanaiternatifstrategi,
pemilihan prioritas, perubahan arah ke
bijakan), penganggaran (sebagai rujukan ter
hadap penggunaan sumber daya, pe
ngembangan biaya pencapaian target),
implementasi (hasil aktual diperlksa ter
hadap anggaran dan tujuaii, pedoman
tindakan koreksi), dan evaluasi (membantu
menunjukkan efektivitas program, pengujian
dengancara lain agar sesuai dengantujuan,
membantu menunjukkan cara yang terbaik
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untuk implementasi program) (James,
1997). Pengukuran kinerjatelah mengalami
perubahan dalam banyak dimensi ukuran
kineiia yang digunakan. Untuk itu perlu
kiranya dipahami perkembangan ukuran
kinerja yang terjadi saat ini.

Perkembangan Paradigma
Ukuran dan Sistem

Pengukuran Kinerja

Paradigma ukuran kinerja dan sistem
pengukuran kinerja mengaiami evolusi
dalam tiga arah (Geertz, 1993). Pertama,
periuasan wiiayah penggunaan. Banyak
jenjang pemerintahan dan banyak bidang
dari aktivitas yang dicakup oleh
pengukuran kinerja. Llngkup jangkauan
aktivitas dari daerah ke pemerintah pusat.
Llngkup aktivitas yang dicakup meliputi
teritorial dan fungsionalltas desentrallsasi
organisasi. Pada saat yang sama terdapat
berbagal jenis iayanan yang menggunakan
pengukuran kinerja. Terdapat evolusi dari
pengukuran yang tampak {tangible) atas
iayanan jasa dan produk'si pemerintah ke
dalam bentuk yang lebih tidak tampak {in-
tangible).

Kedua, evaluasi Iayanan publik juga
telah mengalami evolusi. Hal In! dihasllkan
dari tanggung jawab terhadap desentrall
sasi, perplndahan kompetensi, dan
hubungan akuntabilltas terhadap jenjang
hirarki. Evaluasi atas pelaksanaan ke-
bljakan publik tIdak lag! hanya bertumpu
pada ketaatan terhadap hukum dan
regulasl. Pendekatan hukum selama inl
telah mendomlnasi cara untuk menilal

Iayanan publik oleh legisiatif dan para
poiitisl. Audit ketaatan, yang didasarkan
pada gambaran ekonomi, merupakan
metode alternatif yang dapat digunakan
secara lebih balk. Fokus yang ingin diubah
adalah dari seberapa banyak uang yang
dibelanjakan menurut hukum dan reguiasi
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atau peraturan ke arah apa yang terjadi
dengan sumber daya yang ada, bagalmana
mereka menggunakan, dan apa hasiinya
bagi masyarakat. Informasi yang dihasllkan
oleh sistem pengukuran kinerja akan men-
jadi b'agian proses manajemen yang di-
definislkan sebagal pelaksanaan tanggung-
jawab kinerja dari suatu sistem (Metcalfe,
1987). Hal itu digunakan sebagal elemen
yang utama dalam mekanisme akunta
billtas admlnlstrasi atau hirarki politik.

Ketiga, perubahan arah penggunaan
pengukuran kinerja oleh pihak manajemen.
Indlkator, ukuran, dan sistem pengukuran
pada Intlnya tidak untuk menghukum atau
memudahkan untuk meiakukan tekanan.

Ukuran yang balk dihasllkan dalam sistem
dan proses yang selalu ditingkatkan.
Ukuran kinerja dapat digunakan sebagal
pedoman, pengendallan, dan evaluasi.
Ukuran kinerja juga bermanfaat secara luas
pada berbagal fungsl rrianajerial; keuangan,
personalia, Informasi, dan Investasi.

Evolusi dl atas telah mengarahkan pe-
nelitian-penelltian yang ada untukmenangkap
maksud dan arah dari evolusi sistem

pengukuran kinerja yang tengah bergulir.
Penelltlan-penelltian tersebut antara lain
Roberts (1994) menellti tentang keefektifan •
sistem penlialan atau pengukuran kinerja
dengan menggunakan voice variabie
(partisipasi, goal setting, dan umpan ballk),
vallditas Informasi, dan varlabel moderator
(karakteristik lain dalam penlialan, karak-
terlstlk organisasi, dan karakteristik
masyarakatnya).

Sistem pengukuran kinerja yang balk
memerlukan veriflkasi lebih lanjut atas
komponen-komponen yang harus ada di
dalamnya. Komponen sistem pengukuran
kinerja antara lain data, ukuran, dan sistem
pengukurannya (Tuck, 1996)..Dalam
pengembangan sistem pengukuran kinerja
harus memperhatikan karakteristik kualitatif
atau kriteria komponen sistem.
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Karakteristik komponen tersebut harus
dapat diuji kesahlhannya (fit for use) hal
ini dikaitkan dengan kerangka pemikiran
sebagai alat untuk menjamin terselenggara-
nya proses pengukuran kinerjayang optimum
(Will, 2000). Sistem pengukuran kinerja
dikatakan dapat bekerja dan menghasilkan
output yang optimum apablla memenuhi
aspek-aspek vailditas, iegitimasi, dan
fungsionaiitas. Streib &Roister (1999), meng-
gunakan variabei validitas, fungsionaiitas,
dan iegitimasi untuk mengukur tingkat
optimaiisasi sistem pengukuran kinerja
pemerintah daerah (municipalgovemmenf}.
Peneliti yang sama juga melakukan pe-
nelitian di U.S. mengenai pelaksanaan
pengukuran kinerja di pemerintah daerah.
Peneiitian tersebut didisain untuk mem-

pelajati bagaimana pemerintah daerah telah
melakukan investasi pada pengembangan

sistem pengukuran kinerja dan penerapan
ukuran-ukuran darl sistem yang digunakan.

Telaah Sistem Saat In!

Pemerintah daerah hingga saat inl,
masih banyak yang menggunakan sistem
yang dibangun berdasar pada Undang-
undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-
undang tersebut pada intinya berdasar pada
tiga prinsip utama yaitu: prinsip desentraii-
sasi, prinsipdekonsentrasi, dan prinsiptugas
pembantuan. Hubungan fungsidan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah dibangun
dengan dasar ketiga hal tersebut dan di-
evaluasi dengan menerapkan analisis varian
terhadap anggaran dan realisasi anggaran
yangsesungguhnya Secara umum,hubungan
tersebut tergambar pada gambar behkut.

Gambar 1

Kerangka Hubungan Pusat-Daerah

Dokumentasi

Beban APBN

PAD

Hubungan
Pusat-Daerah

Desentralisasi

Beban APBD

Hubungan
Keuangan

Pusat-daerah

BagI Hasil Pajak
& Bukan Pajak

Subsldi

dan Bantuan

Tugas Perbantuan

Beban Pemerintah
yang Menugaskan

Pinjaman Daerah

.Sumber; Tesis Dr. Mardiasmo p. 79.
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Sistem Penganggaran
Secara umum, sistem penganggaran

yang diterapkan selama in! memiliki be-
berapa karakteristik antara lain;

1. Dasarpenyusunanyangdlgunakanber-
sifat incremental yaltu dengan me-
nyesualkan volume anggaran terbadap
perubahan tingkat harga atau faktor-
faktor lain yang berslfat maijinal. Metode
iniberangkat dari asumsl bahwa secara
keseluruhan keadaan masih seperti
tahun lalu, sehingga menjadi metode
yang paling mudah, murah, dan
sederhanadalammenyusun anggaran.

2. Fungs), program, dan elemen pe-
ngeluaran integral dengan struktur
anggaran.

3. Sifat perencanaan dan anggaran
terpisah. Keduanya tidak menjadi satu
kesatuan yang integral.

4. Aspek evaluasi menggunakan aspek
reallsasi anggaran.

5. Orientasi anggaran leblh menekankan
pada Inputdaripada output.

6. Pendekatan perencanaan anggaran
yang digunakan bersifat line-item bud-
gefyaltu perencanaan anggaran yang
didasarkan atas "pos anggaran" yang
telah ada sebelumnya.

7. Struktur anggaran menggunakan pen
dekatan anggaran terpilah {fragmented).
Sesual dengan karakteristik entitas

publik lalnnya, pemerlntah daerah secara
keseluruhan cenderung menjadi cost cen
ter. Untuk itu pada bagian berikut perlu
membahas kelompok pengeluaran atau
beianja rutin dan belanja pembangunan
sebagalkomponen padastruktur anggaran
daerah.

Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran-
pengeluaran pemerlntah daerah yang
ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-
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harinya. Secara khusus pengeluaran rutin
dapat dibagi menjadi pengeluaran operas!
dan pengeluaran konsumsi. Belanja rutin
dibagi menjadi 10 (sepuluh) komponen;
belanja pegawai, belanja barang, belanja

• pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,
belanja Iain-Iain, angsuran pinjaman/utang
dan bunga, belanja penslun, ganjaran/
subsidi, pengeluaran tidak termasuk bagian
lain, dan pengeluaran tidak tersangka.
Perbedaan komponen belanjarutin antara
peraturan lamadan baru dapat dilihat pada
Tabel 1.

Sebagian besar manfaatbelanjarutin
tidak langsung dirasakan masyarakat,
namun secara langsung dinlkmati aparatur
daerah karena digunakan untuk belanja
pegawai. Manfaat yang diharapkan dapat
dinlkmati masyarakat adalah berupa
peningkatan pelayanan umum. Selama ini,
satu-satunya ukuran kinerja yang dijadikan
sebagai penilaian kinerja adalah jumlah
maksimai yang dapat dibelanjakan untuk
setiap pos pengeluaran rutin (Mardiasmo,
2002) dan hal tersebut merupakan tingkat
penyerapan anggaran maksimai yang
diharapakan dapat dicapai. Dengan de-
mikian, suatu pemerlntah daerah dikatakan
memiliki kinerjayang baikjika pemerlntah
daerah maupun dinas mampu mengguna
kan secara keseluruhan item anggaran
rutin (line-item) sesuai dengan proporsi
anggaran yang telah disahkan atau dengan
kata lain memiliki tingkat penyerapan
anggaran yang maksimai.

Evaluasi atas pelaksanaanyangdijadi
kan dasar untuk penilaian kinerja dan
penyusunan anggaran tahun berikutnya
didasarkan pada analisis selisih atau varian
dari anggaran danreallsasi sesungguhnya.
Simplifikasi gambaran di atas ke dalam
sistem pengukuran kinerja akan didapat
gambaran adanya ukuran kinerja berupa
ekonomi dan efislensi. Ekonomi disebut
juga sebagai kehematan yang berarti
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pengeiolaan secara berhati-hati dan tidak
terjadi pemborosan. Ekonomi merupakan
praktik pembelian barang dan jasa sebagai
input dengan tingkat kualitas tertentu.
Sedangkan efislensi menghendaki input
dengan harga dan kualitas murah untuk
menghasilkan barang atau jasa dengan
kualitastertentu. Dengan demikian, terdapat
kesamaan antara pengertian ekonomi dan
efislensi yakni keduanya menghendaki
adanya penurunan biaya.

Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan adalah
pengeluaran pemerintah daerah yang
bersifat investasi dan ditujukan untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah
daerah. Bentuk belanja ini dapat berupa
kegiatan pembangunan fisik seperti
pembangunan jalan, jembatan atau gedung,
dan dapat pulaberupa pembangunan non-
fisik berupa pendidikan, penelitian dan lain
sebagainya. Belanja pembangunan tersebut
umumnya dikelompokkan ke dalam 18
sektor. Sektor tersebut meliputi 1.Pertanian
dan Irigasi, 2.!ndustri, S.Pertambangan dan
EnergI, 4.Transportasi, S.Perdagangan dan
Koperasi, 6.Tenaga Kerja dan Koperasi,
7.Pembangunan Daerah, B.Agama,
g.Pendidikan dan Kebudayaan Nasional-
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa-Pemuda dan Olahraga, 10.
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Kependudukan dan Keluarga Sejahtera-
Kesehatan-Kesos-Peranan Wanita-Anak
dan Remaja, ll.Perumahan dan
Pemukiman, 12.Hukum, 13.Keamanan dan
Ketertiban, 14.Penerangan-Komunikasi dan
Media Masa, IS.llmu Pengetahuan, RIset
dan TeknologI, 16.AparaturPemerintah dan
Pengawasan, 17.Pengembangan Usaha,
IS.Lingkungan dan Sumberdaya Alam.

Ukuran kinetja yang digunakan adalah
jumiah dana pada setiap pos pengeluaran
pembangunan yang tertera dalam Anggaran
Daerah sebagai jumiah maksimal yang
dapat dibelanjakan. Dengandemikian, jika
ten'adi pengeluaran rutin pemerintah daerah
yang cenderung memerlukan dana yang
besar, maka pada pengeluaran
pembangunan hal yang sama juga dapat
terjadi. Selain itu, evaluasi jenis belanja
ini adalah apakah sudah sesuai dengan
logik, penyusunan danstandaratau kriteria
pencapaiannya.

Dengan menggunakan kerangka
pemikiran yang sama pada belanja rutIn di
atas, maka belanja pembangunan memiliki
ukuran sistemik berupa efektifitas. Suatu
program pembangunan (fislk/non-fisik)
dikatakan efektif bila proses kegiatan yang
dilakukan mencapai tujuan dan sasarannya.
Efektifitas merupakan hubungan antara
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang
harus dicapai.
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Tabel 1

Struktur Belanja Lama dan Baru

Struktur Belanja Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 dan 6 tahun 1975

Belanja Rutin (10 komponen) Belanja Pembangunan (18 sektor)

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Lain-lain •
6. Angsuran pinjaman/Utang dan

Bunga
7. Belanja Pensiun
8. Ganjaran/Subsidi
9. Pengeluaran Tidak Termasuk

Bagian Lain
10. Pengeluaran Tidak Tersangka

1. Pertanian dan IrlgasI, 2. Industri, 3. Pertambangan
dan Energi, 4.Transporlasi, 5. Perdagangan dan
Koperasi, 6.Tenaga Kerja dan Koperasi, 7.
Pembangunan Daerah, 8. Agama, -9. Pendidikan
dan Kebudayaan Nasional-Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa-Pemuda dan Olahraga, 10.
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera-Kesehatan-
Kesos-Peranan Wanita-Anak dan Remaja, 11.
Perumahan dan Pemukiman, 12.Hukum, 13.
Keamahan dan Ketertiban, 14. Penerangan-
Komunikasi dan Media Masa, 15. Ilmu Pengetahuan,
Riset dan Teknologi, 16. Aparatur Pemerintah dan
Pengawasan, 17. Pengembangan Usaha,
18.Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Struktur Belanja Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000

Belanja RutIn

a. Belanja Aparatur Daerah
1. AdministrasI Umum; Pegawai/Personalia,

Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas, dan
Pemeliharaan

2. Operasi dan Pemeliharaan;
Pegawai/Personalia, Barang dan Jasa.
Perjalanan Dinas, dan Pemeliharaan

b. Belanja Pelayanan Publik
1. AdministrasI Umum; Pegawai/Personalia,

Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas, dan
Pemeliharaan

2. Operasi dan Pemeliharaan;
Pegawai/Personalia, Barang dan Jasa,
Perjalanan Dinas, dan Pemeliharaan

c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
d. Belanja Tidak Tersangka
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Belanja Pembangunan

a. Belanja Aparatur Daerah
• Belanja Modal

b. Belanja Pelayanan Publik
• Belanja Modal.
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Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang digunakan
selama in! merujuk pada undang-undang
yang sama seperti pada anggaran dl atas,
memillkl karakteristik Inheren antara lain:

1.

2.

3.

4.

5.

Sistem pembukuan bersifat tunggal
{single entry).
Sistem akuntansi berbasis kas.

Belum menyedlakan media pencatatan
untuk kategdri pengeluaran modal.
Laporan pertanggungjawaban leblh
terfokus pada pertanggungjawaban
admlnlstratlf.

Proses pertanggungjawaban belum
mellbatkan auditor ekstemal.

BHa dliihat dari aspek sistem pe-
ngendallan Intern, sistem akuntansi dl atas
mengharuskan pelimpahan wewenang
otorisasi pada kebljakan Kepala Daerah.
Selain Itu, belum juga mengenal kebljakan
akuntansi. Sistem tersebut telah memillkl
deskfipsl mengenal pendapatan dan belanja,
namun belum memillkl deskripsi neraca.

Jenis Laporan yang disusun hanya
LaporanAnggaranPendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang berisi anggaran/tar-
getdan reaiisasinya. Adapun penyajlannya
dalam format Laporan Penetapan APBD,
Laporan Perubahan APBD. dan Laporan
Perhitungan APBD. Penyusunan formullr,
dokumen, buku besar, dan buku pembantu
belum balk dan terkesan tumpang tindlh..

Prosedur-prosedur akuntansi atau flow-
chartbe\um disusun dengan balk. Prosedur
yang ada leblh menekankan pada tata
pembukuan tentang petunjuk penglslan
dokumen, buku, dan catatan. Bentuk dan
susunan kode rekenlng untuk pendapatan,
belanja, dan neraca juga belum ada.

Gambaran mengenal sistem anggaran
dan sistem akuntansi dl atas blla kemudian

dirumuskan ke dalam tataran sistemik

(sistem pengukuran kinerja) akan menjadi
sistem pengukuran kinerja dengan meng-
gunakan beberapa Indlkator dan ukuran
sebagal dasar penilaian kinerja. Untuk leblh
memudahkan pemahaman tentang sistem
pengukuran kinerja yang ada sesual
peraturan yang ada (PP. No 5 dan 6 tahun
1975) maka rumusan simpliflkasiperaturan
yang ada tersebut adalah:

Gambar 2 •

Sistem Pengukuran Kinerja Pemerlntah Daerah

Belanja

Rutin

Pembangunan
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Indlkator
(What)

Nllal Input

Input

Output

Output

Outcomes

Ekonomi

Efislensi

Efektifitas

Ukuran

{How Welt)

Tingkat Penyerapan
Anggaran

Anaiisis Varians

Logik Penyusunan
dan Kriteria Pencapaian
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Reformasi yang tengah bergulir men-
dorong pemerintah untuk mengembangkan
Indikator kinerja pemerintah daerah yang
diawali oleh Menteri Dalam Negeri sejak
tahun 1980-an hinggaawal 1990-an. Pada
saat, itu Menteri Dalam Negeri beketjasama
dengan Universitas Gadjah Mada bemsaha
mengembangkan suatu indikator yang
mampu menunjukkan kemampuan pemerin
tah daerah dalam menerapkan otonomi dan
desentralisasi fiskal.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)
melanjutkan usaha di atas dengan mulai
mengembangkan sistem pemeringkatan
pemerintah daerah untuk menilai ke
mampuan pemerintah daerah dalam me-
laksanakan otonomi. Dalam ha! ini berupa
indikator yang digunakan untuk menilai
otoritas tambahan yang mungkin ditransfer
kepada pemerintah daerah dan jenis
bantuan teknis apa saja yang diperlukan.
Indikator tersebut mencakup empat fungsl
yaitu perencanaan dan pemrograman,
mobilisasi sumber daya, manajemen dan
penganggaran, disain, dan implementasi
proyek.

Usaha tersebut dl atas berlanjut
dengan adanya Inpres No.7 tahun 1999
yang mengharuskan eselon 11 ke atas untuk
menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
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yang kemudlan dikenal sebagai Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Eselon II dan yang leblh tinggi
diharuskan untuk menyusun indikator,
metode, dan mekanisme pelaporan atas
kinerja instansi pemerintahnya. Namun
demikian, masih banyak kendala terutama
pada teknis pelaksanaannya.

Aturan baru yang berkaitan dengan
masalah pengukuran kinerja antara lain UU
22 tahun 1999, UU25 tahun 1999, PP 105
tahun 2000, dan PP 108 tahun 2000. PP
108 tahun 2000 menghamskan Kepala Daerah
menyampaikan Laporan Pertanggung-

• jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari
Laporan Perhitungan APBD, Nota Per-
hitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan
Neraca Daerah yang didasarkan pada
pengukuran kinerja yang berbasis rencana
strategik. PP 105 tahun 2000 menggunakan
empat proksi sebagai alat pengukuran
kinerja pemerintah daerah yaitu standar
pelayanan, standar analisa belanja, tolok
ukur kinerja, dan standar biaya.

Pada tataran normatif hal ini masih

banyak ditemui kesulltan yang disebabkan
oleh pedoman teknis yang belum ada.
Ilustrasi terhadap regulasi di atas dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
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Gambar 3

Sistem Akuntabilltas Kinerja

Pemerintah Daerah

Rencana Strateglk

VIsI MIsi Tujuan Sasaran

Alat Ukur Kinerja

CO
o>

S"
3

>
ST
C

lU
CT

Alat Ukur Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan

Laporan Keuangan Daerah dan Analisis atas Laporan Keuangan Daerah:
1. Laporan Perhltungan APBD

2. Nota Perhltungan APBD
3. Laporan Aliran Kas

4. Neraca Daerah

n
(0

Unit Kerja/Dinas
TJ
a>

3
Rencana Strategik

3 Tugas Pokok dan Fungs! Tupoksi
3r

o
VIsI Mis! Tujuan Sasaran

(D

S
3-

Alat Ukur Kinerja

Alat Ukur Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan

a. Standard Pelayanan Masyarakat: Indikatomya berupa-
outcome, benefit, dan impact

b. Kriteria Kinerja: mengacu pada Indikator output, can outcome
c. Standard analisa belanja: mengacu pada indikator input dan output,

d. Standard blaya: pengukuran input
Berdasar pada prinsip value for rhoney; economy, efficiency, effectiveness

Sistemakuntabilltas kinerja pemerintah Membangun Akuntabilitas Kinerja
di atas merupakan suatu instrumen per- Akuntabilitas tidak begitu saja terjadi.
tenggungiawabanyangterdin^danberbaga, Akuntabilitas harus dibangun, pertama
mdikator dan rnekanisme aW.vrtas un uk imgkungan yang memiliki
pengukuran. pen,ia.an dan pe aporan at^ akuntabilitas, kemud^n meili suatu
kinerja pemerintah dalam suatu cara yang akuntabilitas. Lingkungan
komprehensifdantenntegrasi. meng^tegrasikan akuntabilitas daiam

Indlvldu, tim, dan sistem kinerja organisasi.
Sedangkan kerangka kerja memastikan
pelaksanaan dan pemenuhan atas
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kewajiban akuntabilitas. Bagian berikut
akan mengupas keduanya secara lebih
mendalam.

Akuntabilitas Lingkungan?

Akuntabilitas iingkungan mengacu pada
kondisi dimana dl dalamnya akuntabilitas
dapat berjalan dengan balk. Secara khusus,
suatu iingkungan yang memiiiki akuntabi
litas adalah adanya kondisi dimana di
dalamnya indlvidu, tim,dan organisasi merasa:

a. Termotivasi untuk melaksanakan

wewenang mereka dan/atau memenuhi
tanggungjawab;

b. Mendorong untuk melaksanakan. kerja
mereka dan mencapai hasil yang
diinginkan;'

c. Membehkan inspirasi untuk membagi
(melaporkan) hasil mereka; dan

d. Kemauan untuk menerima kewajiban
atas hasil tersebut.

Lingkungan akuntabilitas yang optimal
merupakan salah satu akuntabilitas yang
proaktif dimana di daiam individu, tim, dan
organisasi memiiiki fokus pada pencapaian
hasil yang besar daripada sekedar meng-
gambarkan cara-cara untuk menjelaskan
hasil yang buruk yang diperoieh. Untuk
banyak bagian, lingkungan yang memiiiki
akuntabilitas dibangun dari atas ke bawah
seperti institusi kepemimpinan organisaslo-
nal dan promosi iingkungan dan me-
nurunkannya ke dalam berbagai jenjang
manajemen ke bawah hingga ke individu
pekerja. Dengan demikian, "kesulitan/
masalah" yang terkait dengan lingkungan
akuntabilitas pada individu pekerja biasanya ^
dapat diiacak hingga ke iingkungan yang
terpengaruh di daiam jenjang manajemen.
Meskipun demikian, ada jeda waktu ketika
individu pekerja mengabaikan dukungan
dan komitmen manajemen. Ada beberapa
komponen yang panting untuk menyusun
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sistem pengukuran kinerja yang terinte-
grasi, namun tidak dibahas pada kesempatan
Ini. Ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi untuk menyusun akuntabilitas
lingkungan yang sukses; Leadership, Re
ciprocation, Equity, Trust, Transparency,
Clarity, Balance, Ownership, Consequences,
Consistency, dan Foilow-Up.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi haiyang penting
daiam suatu iingkungan. Kepemimpinan
diacu sebagai individu atau group daiam
suatu posisi yang memiiiki wewenang untuk
mengarahkan dan mengendaiikan pekeijaan
orang Iain. Sesuatu mengenai kepemimpin
an yang dapat dllaksanakan untuk mem-
bangun dan memperkenaikan akuntabilitas
lingkungan adalah:

a. Mengarahkan dengan contoh.
b. Harus memiiiki komitmen.

c. Jaluryang bersih.
d. Menjadi seorang yang mampu menja-

wab yang baik/menjadi tempat bertanya.
0. Menggunakan pertimbangan yang

bijaksana/balk.

2. Reciprocation

Reciprocal accountability memastikan
bahwa '?wo-wayness"hubungan akuntabili
tas berjalan dengan balk. Hal itu menjamin
keterbukaan dan mendorong bark trans-
paransl maupun kejelasan {clarity). Dengan
menggunakan konsep reciprocal account
ability, seseorang atau group atau orga
nisasi dengan yang menerima wewenang dan
orang, group, organisasi yang menerima
delegasi tanggungjawab akan dapat me
laksanakan apa yang dimaksud dengan
quid pro quo relationship. Yakni yang
memiiiki wewenang bertanggungjawab untuk
memberikan kecukupan arahan, pedoman,
dan sumber daya begitu juga usaha untuk
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menghilangkan/mengurangi halangan
kinerja.

Dilain pihak, yang menerima delegasi,
bertanggungjawab melaksanakan pe-
menuhan tanggungjawab tersebut. Dalam
hubungan ini tersebut, keduanya saling
memiliki akuntabilitas masing-masing.
Apsek kunci dari reciprocal accountability
adalah senior manajamen masuk dalam
akuntabilitasyang sejajar dengan bawahan,
atau dengan kata Iain senior manajemen
masuk dalam persamaan akuntabilitas.
Seperti yang digambarkan oieh the Citi
zens Circle forAccountability{^996), dalam
Konteks reciprocal accountability "orang
yang memiliki wewenang yang senior dalam
suatu organlsasi akan bersedia menjawab
pada anggota organisasi anggotanya
mengenai apa yang mereka hendak tuju,
untuksiapa mereka bekerja, dan untukapa
kontribusi pemikiran mereka". Dengan kata
lain, mereka menjadi partisipan dan bukan
sekedar pengikut dibelakang saja.

3. Equity

Equity or fairness (kewajaran) merupa-
kan pusat perhatlan dari konsep akunta
bilitas. Asumsi tertiadap keterbukaan akunta
bilitas harus selalu dipelihara dan didukung
oieh kepemimpinan organisasi. Ketidak-
wajaran seharusnya dihindari karena hai
itu akan merusak kepercayaan dan kredi-
bilitas organisasi. Dan sebagal akibatnya
kinerjaorganisasi kurang optimal.

4. Kepercayaan

Kewajaran akan mangarah pada keper
cayaan; kepercayaan menunjukkan adanya
kewajaran. Tidak akan dapat dibangun
hubungan akuntabilitas tanpa adanya ke
percayaan. Jikasatu atau dua bagian/pihak
saling tidak percaya satu sama lain maka
ada kemungkinan kelemahan transparansi,
dan hubungan yang demikian akan meng-
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alami kegagalan. Dengan kata lain, akun
tabilitas tidak dapat beriangsung dalam
lingkungan yang tidak ada saling keper
cayaan.

5. Transparansi

Transparansi merupakan kondisiadanya
keterbukaan secara penuh, juga merupakan
salah satu elemen penopang akuntabilitas.
Dengan demikian, transparansi merupakan
kunci untuk membangun lingkungan yang
memiliki akuntabilitas. Transparansi berarti
bahwa individu, group, atau organisasi dalam
hubungan akuntabilitas diarahkantanpa ada
nya kebohongan atau motivasi yang ter-
sembunyi, dan bahwa seluruh informasi
kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan
menghliangkan data yang berhubungan
dengan masaiah tertentu. Dalam istiiah yang
sederhana transparansi berarti "seluruh
pemain meletakkan seluruh kartu mereka
di atas meja". Lingkungan' tanpa trans
paransi berarti ada suatu agenda yang
tersembunyi. Juga berarti suatu lingkungan
yang tidak memiliki kepercayaan dan
memiliki akuntabilitas yang rusak.

6. Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu
elemen penopang akuntabilitas. Agar indi
vidu atau group melaksanakan wewenang

•dan/atau memenuhi tanggungjawab, mereka
perlu gambaran yang jelas mengenai apa
saja yang mereka akan laksanakan/penuhi
dan hasil apa yang diharapkan. Dengan de
mikianfokus yang menjadi kunci kejelasan
adalah:

a. OtoritasAwewenang, otoritas adalah hak
untuk bertindak tanpa persetujuan awal
dari manajemen yang lebih tinggi dan
tanpa tantangan dari sesama mana
jemen (Frost, 1998). indivldu-individu
dan grupdidalam organisasiharus tahu
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siapa yang berwenang dan' tingkat
wewenang yang mereka miliki. Dengan
kata lain, mereka mampu membedakan"
garis otpritas organisasi, memahami
gambaran yang jelas tentang struktur
pelapotan organisasi. Sebagai tambahan,
bagi mereka yang menerima wewenang
mereka juga harus tahu derajat we
wenang mereka agar dapat memahami
apa yang seharusnya dan yang tidak
sehanjsnya mereka periu jawab/kerjakan.

b. Misi Organisasi, individu dan group perlu
memiliki pemikiran yang jelas mengenat
misi organisasi dan peran yang mereka
mainkan dalam pencapaian misi.
Termasuk misi divisi, departemen, dan/
atau tim yang rhenjadi bahan bagi misi
organisasi secara keseluruhan. Individu
dan group yang melaksanakan kerja
tanpa pemahaman mengenal tujuan
dan arah organisasi maka tidak akan
efisien atau efektif, begitu juga mereka
yang tidak memiliki rasa kepemiltkan.

0. Peran dan Tanggungjawab, agar supaya
individuatau grup memenuhi tanggung-
jawabnya, mereka periu mengetahul (1)
peran apa yang mereka mainkan dalam
misi organisasi (2) apa tanggung-jawab
mereka dalam misi organisasi. The
Auditor General of Canada and the

Treasury Board Secretariat (1998)
mengatakan: "Periu memahami dengan
balk peran dan tanggungjawab bagian-
bagian yang terllbat dalam suatu
hubungan akuntabilitas. Pemahaman
yang baik akan memberikan suasana
yang baik pada pihak-pihak yang me-
respon maupun yang melaksanakan."

d. Ekspektasi Kinerja, individu dan grup
harus mengetahui secara pasti apa yang
diharapkan dari mereka atas kinerjanya
jika mereka akan melaksanakan suatu
tanggung-jawab dan ditanya terhadap
pelaksanaan dan pemenuhan tanggung
jawab dan penerimaan kewajiban atas
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hasil yang mereka capai. Jika ekspektasi
kinerja tidak jelas, 'maka kemudian
identifikasi akuntabilitas juga tidak
akan jelas. Mencoba mengendalikan

. orang atau group untuk hasil yang
mereka tidak mengetahui ekspektasi-
nya akan menjadi sesuatu yang sulit
atau tidak dapat dicapai.'

e. Pelaporan Kinerja, hasil kinerja perlu
untuk dilaporkan secara jelas dan tanpa
bias, apalagi jika informasi digunakan
untuk mendorong peningkatan organi
sasi. Seperti yang dikatakan oleh
Auditor General of Canada and the

Treasury Board Secretariat (1998),
"Akuntabilitas yang efektif memerlukan
pelaporan (akuntansi) terhadap apa
yang sudah dicapai. Laporan harus
memiliki kredibilitas, bergunadan harus
tepat waktu. Hasil pencapaian itu harus
digambarkan dan diintegrasikan dalam
beberapa cara bagi yang memiliki
wewenang, sumberdaya, dan tindakan-
tindakannya, disajikan dalam ekspek
tasi yang disepakati, dan dilaporkan dalam
kerangka waktu yang masuk akal."

7. Keseimbangan

Agar akuntabilitas beijalan dengan baik
harus ada keseimbangan antara akuntabi
litas dan wewenang/otoritas; ekspektasi
dan kapasitas; dan upah dan kinerja.

a. Akuntabilitas dan otoritas, The Auditor
General of British Columbia (1996)
mencatat, "Adalah menjadi lemah kalau
mengendalikan program-program manajer
dan-akuntabilitas eksekutif atas

kinerjanya jika mereka tidak memiliki
otoritas untuk melaksanakan tindakan

yang penting untuk mencapai kinerja.
Suatu perubahan/penlngkatan yang
subtansial bagi kinerja suatu organisasi
harus disertai dengan perubahan yang
penting yaitu otoritas."
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b. Ekspektasi dan kapasitas, suatu poin
panting yang'dibuat oleh Auditor Gen
eral of Canada and the Treasury Board
Secretariat (1998) adalah bahwa
ekspektasi kinerja "perlu dihubungkan
secara jelas dengan keselmbangan
dengan kapasitas (otoritas, keahlian,
dan sumber daya) dari setiap bagian
organisasinya." Kegagalan dalam
membangun hubungan yang wajar atau
yang masuk akal antara apa yang di-
harapkan dengan wewenang dan
sumber daya yang diberikan, cenderung
akan menggerogoti efektlfitas akunta-
bllitas. Ekspektasi yang berada di luar
kewajaran akan memberikan ketidak-
yakinan daiam pencapaiannya. Sesuai
dengan pemikiran di atas. efektlfitas
akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan
membangun suatu kerangka hubungan
yang jelas atas hubungan dan ke
selmbangan antara sumberdaya dan
ekspektasi hasll-hasilnya.

c. Upah dan kinerja, tantangan yang
nyata bag! lingkungan yang memiliki
akuntabilitas adafah ketidakseimbangan
antara apakah individu dibayar untuk
kinerjanya dan apakah individu di-
harapkan untuk melaksanakannya.
Upah yang rendah dengan ekspektasi
yang tinggi akan menurunkan moral.
Upah yang tinggi dengan ekspektasi.
yang rendah akan membuat seseorang
menjadi tidak memiliki inspirasi dan
motivasi bekerja yang baik. Harus ada
keselmbangan antara keduanya.

8. Ownership

Kinerja yang optimal dapat dicapai
dengan memberikan rasa kepemilikan atas
setiap tindakan pada individu-individu dan
group. Kepemilikan memberikan suatu
kepentingan atas outcomes dan dengan
demikian akan mengarahkan mereka untuk
bertindak dalam bisnis secara berhati-hati
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(guna memenuhi tanggung-jawab). Dengan
kata lain, rasa pemilikan akan meningkat-
kan pehlaku, tanggung-jawab, dan sikap.
Pengembangan rasa memilikipada individu
dan group dicapai melalui proses yang
disebut '^menting." Adapun bagian dari
proses tersebut antara lain;

a. Komitmen, Komitmen merupakan poin
awal dalam pemilikan. Manajemen
harus menunjukkan pada Individu atau
group dan juga harus memperoleh
komitmen mereka untuk mencapai
ekspektasi kinerja. Komitmen manajer
pada individu dan group menunjukkan
rasa pemilikan manajemen terhadap
tindakan dan outcomes individu dan

group. Ilustrasi tersebut merupakan
contoh kasus kepemimpinan.

b. Pesetujuan, Karena akuntabilitas me
rupakan suatu hubungan atau kontrak
antara dua bagian, persetujuan terhadap
hubungan akuntabilitas (otoritas, peran
dan tanggung-jawab, ekspektasi kinerja,
syarat/kriteria pelaporan, dan kon-
sekuensi) seharusnya disetujui teflebih
dahulu sebelum kerja dilaksanakan.
Jika ada persetujuan, maka akan ada
kejelasan dan pemahaman yang lebih
baik. Tanpa hal itu maka akan muncul
ketidakpastian dan ketiadaan akunta
bilitas. Sebagai tambahan persetujuan
tersebut akan membuat seseorang atau
group memiliki rasa memiliki kontrak.

c. Keteriibatan, Keterlibatan dalam proses
perencanaan dan proses pelaksanaan
kerja, dan aktivitas-aktivltas lain akan
mampu membangun rasa pemilikan
dan bertanggung-jawab {buyin)terhadap
proses dan aktifltas tersebut {involve
ment). Selain meningkatkan rasa
pemilikan, keterlibatan juga akan
meningkatkan loyalitas dan komitmen
yang pada akhirnya meningkatkan
akuntabilitas.
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d. Pemberdayaan, Pemberdayaan diibarat-
kan sebagal pertalian darah atas pem-
bagian wewenang antara manajemen
dengan indlvidu dan group. Ketika
ekspektasi kinerja didefinisikan dan
disetujui, manajemen memberikan
bantuan pada individu dan group yang
memlliki kekuatan di lapangan untuk
menjalankan persetujuan sesuai dengan
ekspektasinya dalam kerangka kerja
yang diberikan. Pemberdayaan individu
dan group merupakan bentuk keter-
libatan dan hal in! menciptakan rasa
pemiiikan dan meningkatkan komltmen.

e. InvestasI, Tingkat InvestasI organlsasi
(pelatihan, sumberdaya kerja, upah dan
sebagainya) pada karyawan menunjuk-
kan suatu tingkatan bahwa organlsasi
memiliki komitmen pada karyawan.
Tingkat dimana karyawan merasa
memiliki akan menunjukkan tingkat
bahwa ia memiliki pekerjaan mereka.

f. Usaha yang berkelanjutan, Usaha yang
berkelanjutan akan memberikan pada
karyawan peluang untuk berbuat leblh
balk, dan hanya dengan jalan tersebut
keberlangsungan kerja saat ini akan
meningkat dan akan menunjukkan ke-
mampuan untuk mencapai kemampuan
kerja yang lebih. Peluang untuk keber-
lanjutan akan mendorong karyawan
berbuat lebih balk dan meningi^atkan
rasa pemiiikan terhadap lingkungan
sekitar.

g. Penghargaan, Penghargaan kinerjame
rupakan kunci akuntabilitas lingkungan.
Ini merupakan salah satu konsekuensi
akuntabilitas. Ketika karyawan me-
ngetahui penghargaan erat kaitannya
dengan kinerja mereka, maka mereka
akan komit terhadap pelaksanaan
kinerja dan memiliki rasa pemiiikan ter
hadap setiap tindakannya. Biasanya
jika karyawan dihargai secara balk atas
kinerjanya, maka mereka akan me-

UNISIA NO. 46/XXV/11I/2002

ngembangkan sense pencapaian/
pemenuhan yang akan membuat mereka
bahgga dalam pekerjaan mereka dan
akan meningkatkan rasa pemiiikan.

9. Konsekuensi

Akuntabilitas akan kurang bermakna
tanpa adanya konsekuensi. Akuntabilitas
lahir bersama dengan kewajiban dan ke-
wajiban lahir bersama dengan konsekuensi.
Konsekuensi dapat berupa penghargaan
(balk) atau sanksi (buruk). Apapun kasus-
nya, konsekuensi membantu mendorong

. pelaksanaan wewenang, pemenuhan
tanggung-jawab, dan peningkatan kinerja.
Membangun kerangka konsekuensi jika
tidak berjaian sesuai dengannya arah
kerangka tersebut maka akan memiliki
dampak yang dapat menurunkan makna
dan tingkat pentingnya akuntabilitas.

10. KonslstensI

Konslstensi menjamin stabilitas. Pe-
nerapan yang inkonsisten terhadap
kebijakan, prosedur, sumberdaya, dan/atau
konsekuensi dalam suatu organlsasi me
nurunkan atau melemahkan akuntabilitas

lingkungan dan kredibilitasnya. Hal itu
menurunkan moral karyawan dan men
dorong munculnya sinlsme. Rasa memiliki
akan hilang dan kinerja akan melemah.

11. TIndak Lanjut

Dalam dokumen. Modernizing Ac-
countabiiity Practices in the Public Sector
(1998), the Auditor General of Canada and
the Treasury Board Secretariat mengacu
hal berikut Reasonable review and adjust
ment," nothing that, "Something has to hap
pen as a result of reporting accountability
information in order to 'close the loop'".
Bagian-bagian yang melakukan rewewatas
hasll memerlukan pertimbangan apakah
pencapaian hasil tersebut sesuai dengan
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ekspektasinya dan lingkungan yang ada,
dan kemudian mengakuinyasebagal usaha
yang tercapai sepenuhnya. Jika ekspektasi
tidak sesual maka perlu tindakan koreksl
dan kemungkinan penyesuaian untuk pe-
nyusunan akuntabilitas yang dibuat dan
memberlkan catatan atas usaha pern-
belajaran. Hubungan akuntabilitas tanpa
adanya follow-up merupakan has!! yang
jelas tidak lengkap dan tidak efektif.

Haiangan Akuntabilitas Lingkungan

Pada bagian in! akan dikemukakan
haiangan terhadap adanya akuntabilitas
lingkungan - yaitu sesuatu yang yang
menjadi counter-productive untuk
menciptakan kesehatan dan hubungan
akuntabilitas yang efektif. Berikut gambaran
beberapa hal yang biasanya akan terjadi
yang dapat menghambat akuntabilitas.

1. Agenda atau rencana yang tidaktrans-
paran. Agenda atau rencana yang
disusun secara tidak transparan akan
mengarahkan organisasi daiam suatu
kondisi yang hanya menguntungkan
perseorangan. Taktik yang demiklan,
hanya akan membuat karyawan akan
menlnggalkan tanggungjawab dan
tidak memotivasi untuk melaksanakan
tanggungjawab tersebut. Taktik ini juga
akan merusak" kepercayaan yang
sudah dibangun, dimana kepercayaan
merupakan elemen kunciakuntabilitas.
Ingat bahwa akuntabilitas mensyarat-
kan transparansi dan transparansi
berarti keterbukaan.

2. Favoritism-favoritism merupakan isu
yang iicik. Manajemen dapat saja
meiakukan kinerjasecara lebih unggul
dan menlnggalkan karyawan yang
lainnya. Atau manajemen dapat me-
ruglkan karyawan yang mengarah
pada kinerja yang kurang balk, juga
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membebani karyawan secara berlebih.
Akuntabilitas memerlukan inkluslvitas

dan kerja tim. Favoritism tidak men-
dukung kedua hal tersebut.

3. Kepemimpinan yang iemah. Komitmen
kepemimpinan untuk membangun suatu
lingkungan yang memiliki akuntabilitas
merupakan hal yang krusial. Tanpa
kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja
akan kurang dari yang diharapkan.

4. Kekurangan sumber daya. Hal Ini akan
menjadi kurang berguna jika indivldu
atau tim tidak didukung sumber daya
untuk melaksanakan pekerjaannya.
Untuk memperoleh hasil yang balk atas
kinetjanya,organisasi harus meiakukan
investasi pada karyawan mereka.

5. Lack of Follow-Through. Ketlka
manajemen mengatakan bahwa mereka
akan mengeijakan sesuatu dan mereka
tidak mengerjakan sesuatu itu, hal ini
mengatakan pada karyawan bahwa
manajemen tidak dapat dipercaya
untuk menindaklanjuti. Sebagai contoh,
informasi penghargaan atau hukuman
untuk kinerja dan kemudian tidak
ditlndak lanjuti, hal akan memberi
kesan bahwa manajemen tidak dapat
dipercaya. Hal ini juga tidak mem-
berikan Inspirasi pada karyawan untuk
melaksanakan pekerjaannya.

6. Kurang Jelas. Ketika garis antara
wewenang dan tanggungjawab tidak
jelas, suiit untuk menentukan letak
akuntabilitasnya. Hal ini juga meng
arahkan pelaksanaan atas kewajiban
kinerjamenjadi tidak terarah". Kejelasan
merupakan inti suatu bentuk hubungan
akuntabilitas.

7. Kesalahan Penggunaan Data. Informasi
kinerja harus lengkap dan memiliki
kredibilitas, dan hai itu harus dilaporkan
secara tepat waktu. Dengan meng-
gunakan data akan dapat menunjukkan
keiemahan transparansi dan ketidak-
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percayaan. Tanpa menggunakan data
secara menyeluruh akan mendatang-
kan pemahaman yang kurang bermakna
atas kinerja dan hal ini akan menjadi
tidak berarti bag! organisasi.

Membangun Kerangka Kerja
Akuntabilitas

Ketika indlvidu atau organisasi menerima
wewenang dan/atau delegasi tanggung-
jawab, mereka harus menyusun rencana,
melaksanakan rencana, dan mengukur
serta melaporkan hasll yang nyata
dibandingkan dengan rencana yang telah
disusun. Penerimaan laporan ini akan meng-
hasilkan umpan balik, rencana baru unutuk
pengembangan berikutnya, dan siklus baru.
Siklus in! memberikan dasar kerangka kerja
untuk akuntabilitas. Ccntch darl siklus Ini

adalah kerangka keija yang disajikan dalam
dckumen Auditor General ofAlberta's docu

ment, Government Accountability (1997).
Lima langkah kerangka kerja akuntabilitas
seperti yang ada di bawah Ini:

1. Menyusun tujuan yang terukur dan
tanggung-jawab. MengikutI rencana
strateglk kemudlan mengembangkan
sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspekta-

sinya. Identlfikasi peran dan tanggung-
jawab dalam hubungan pencapaian
ekspektasi tersebut.

2. Rencana apa yang diperlukan untuk
melaksanakan pencapaian tujuan.
Identlfikasi tindakan apa yang diperlu
kan untukdilaksanakan cleh sesecrang,
pada waktu apa/kapan, dan berapa
biayanya. Identlfikasi sumberdaya yang
penting yang diperlukan untuk men-
capal tujuan. Indentifikasi kcnsekuensi-
kcnsekuensi yang timbul dan yang
mungkin timbul.

3. Melaksanakan pekerjaan dan me-
mcnitcr perkembangannya. Melaksana
kankerja dan pengukuran perkembangan
nya. Mengumpulkan dan menganalis
data kinerja.

4. Laporan Hasil. Menyiapkan secara
lengkap, dapat dipahami, dan laporan
yang nyata pada hasil kinerja dan
mendlsthbusikan pada pihak yang
berkepentlngan tepat waktu.

5. Evaluasi hasll dan mengusahakan
umpan balik. Evaluasi hasil untuk
menunjukkan apakah tindakan koreksi
diperlukan untuk meningkatkan kinerja
atau untuk menunjukkan penghargaan
yang harus diberil^n bagi kinerja yang
efisien dan efektlf.

Gambar 4

Kerangka Akuntabilitas

Set Measurable Goals
and Responsibilities

Evaluate Results And
Provide Feedback

Plan What Needs To Be
Done To Achieve Goals

t i
Report on Result Do The Work and

Monitor Progress

Sumber: Will Artley, Establishing Accountability for Performance, p. 17.
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Gambaran yang jelas dan sangat baik
dapat diperoleh juga dari kerangka kerja
Government Performance and Results Act

of 1993 (GPRA). GPRA mensyaratkan
agensi untuk mengembangkan rencana

strategik, rangkaian tujuan kinerja, dan
laporan tahunan berdasar kinerja aktual
yang dibandingkan dengan tujuannya (lihat
Gambar 5)

Gambar 5

Kerangka Menurut GPRA Akuntabilltas

REPORT ANNUALY

Report Actual performance compared to |
goal

318

DEVELOP STRATEGIC PLANS

-acomprcheniiveraluion statement
•a statement ofgoal and ^Jectives
-a statement how ageney plans to
-achieve these goals and objective
-a summany ofresounes required to meet theesc
goal and objectives
•a description ofkey exterrmal
factors that could affect achievement oftheese

general goal

PREPARE ANNUAL PLANS

Set performance goal for the fiscal year
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Berdasarkan dari kerangka ken'a GPRA
maka ditumnkan kerangka kerja lain yaknl
kerangka kerja akuntabilitas DOE's yang
kemudian dikenal sebagai DOE Strategic
Management Sykem (lihat Gambar6).
✓

Gambar 6

Kerangka Akuntabilitas Menurut Sistem Manajemen Strategl DOE

PLANNiNO
Stmi«Dlc PIaa

Budget Ouldene
Annual Performance Plan

EVALUATION

Quanerly Performenc
Review

Annual Perfbrmance Review
Employee Perf

DUOGCT FORMU1.ATION
Cotporete Review

Gwdnet SubmUelon
Conotfweeionel Dudtfel

RMueel

BUOCET EXECUTION
Secretary's Presidenlia

Aisreemant
Perforvnanae Conirac

The DOE Strategic Management System : A Framework"
for Accountability

Sumber: Will Artley, Establishing Accountability for Performance, p. 18.

Sistem Ini menunjukkan siklus akunta
bilitas dan alat yang diperlukan untuk
melengkapi siklus tersebut. Hal itumenarik
untuk dicatat bahwa intinya, seluruh
kerangka kerja proses manajemen berbasis
kinerja merupakan siklus peningkatan ber-
keianjutan [Plan-Do-Check-Act Cycle). Hal
ini merupakan suatu siklusyang sederfiana.
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Alat-alat Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja tidak dapat
dibangun tanpa adanya atau tanpa meng-
gunakan alat. Kenyataan ini merupakan
keyakinan utama yang mendasari disusun-
nya Government Performance and Result
Act 1993 (GPRA).Beberapa alat yang dapat
dikemukakan disini belum dapat dikupas
secara mendalam antara lain: 1. Rencana

Strateglk [Strategic Plans), 2.Rencana
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Kinerja {Performance Plans), 3.
Kesepakatan mengenai Kineija{Performance
Agreement), 4. Laporan Akuntabilitas {Ac
countability Report), S.Kontrak Berbasis
Kinerja {Performance Based Contract),
G.Selfassesment: MutualAgreement, Rea
sonable Assurance, Continual Analysis,
Demonstrating Performance Results, Re
porting, 7.Review Kinerja dengan meng-
gunakan metode Renilalan Kinerja 360o, 8.
Pengendallan Manajemen, 9.Equity State
ment, dan 10. Accountability Meetings.

Penutup

Periunya penyusunan sistem pengukuran
kinerja pada saat in! menjadi sesuatu yang
urgen. Hal ini dipicu oleh kebutuhan Inter
nal maupun eksternal pemerintah daerah.
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

telah memberikan keleluasaan (diskresi)
pada daerah untuk mengembangkan
sistem pengukuran kinerja sebagai bagian
dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada masa yang akan datang kerangka
kerja sistem pengukuran kinerja dapat saja
menggunakan berbagai pendekatan yang
sudah dikenal antara lain, Balance
Scorecards, Public Sector Scorecards,
Baldiige Awards (jian lain sebagainya. Pe-
milihan tersebut tentunya harus mem-
perhatikan karakteristik pemerintah daerah
sebagai bagian darisektor publik pada umum-
nya. Dengan adanya sistem pengukuran
kinerja yang komprehensif dan terintegrasi
maka diharapkan mampu menlngkatkan
akuntabilitas pemerintah daerah. •
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